DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG

RLASIFIKAS] INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEFALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b
Peraturan Gubernur DEI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016
tentang  Layanan  Informasi  Publik, menetapkan
/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik
atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi:

b. bahwa berdasarkan hasil wji konsekuensi yang dituangkan
dalam Lermbar Pengujian Konsekuensi Nomaor
3059/HM.10.02 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023,
Kepulusan Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika,
Dan Statistik Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta
Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan
Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Klasifikasi
Informasi Yang Dikecualikan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta periu di ubah;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalksud
pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik tentang
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nemor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
sebagai [bukota Negara Kesatuan Republik Indoncsia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
4744,

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia. Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah




Menetapkan

KESATU

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor © Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penpgganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20272
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang {Lembaran
Megara Republik Indenesia Tahun 2023 Normor 41,
Tambahan Lembaran Nepgara Republik Indonesia Nomor
6855);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indencsia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomer 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 399, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149,

6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
(Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 74 1]

7. Peraturan Daersh Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Dacrah Khusus lbukota Jakarta (Lembaran Dasrah Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Momor 2005) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 lentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Dacrah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor
201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 2007);

B. Peraturan Qubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun
2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor
12117)

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKAS], INFORMATIKA, DAN
STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS [BUKOTA JAKARTA
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHLIN 2024

Menetapkan Klasifikasi Informasi vang Dikecualikan Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Kepala Dinas Komunileasi, Informatika, dan Statistik
ini.



KEDUA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi seliap Perangkat

Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam
pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik

KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Statistik ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Statistik Nomor 32 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Dinas Komunikasi,
Informatika, Dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibulota
Jakarta tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatila, Dan Statistil
ini mulai berfaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMAS] DAN
DOKUMENTAST PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

X
7o BIGIT WIJATMOKO
NIP 197408301993111001

Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Provingi DKI Jakarts

2. Para Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI
Jekerta




